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Perihal
:
Pendelegasian wewenang kepada Gubernur KDH Tingkat  I untuk meneliti dan memutuskan pemberian bantuan perumahan dari dana Bapertarum – PNS kepada para Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemerataan penyaluran bantuan perumahan oleh Bapertarum – PNS baik berupa bantuan Uang Muka KPR maupun sebagian Biaya Membangun Rumah ditas Tanah sendiri kepada para Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Anggota Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) tanggal 29 Desember 1998, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur pencairan bantuan perumahan dari Bapertarum PNS kepada para Pegawai Negeri Sipil, telah disepakati oleh para Anggota Badan untuk mendelegasikan wewenang kepada para Gubernur untuk meneliti dan memutuskan pemberian bantuan Bapertarum-PNS kepada Pegawai Negeri Sipil sejak 1 April 1999. Dalam pelaksanaannya lebih lanjut mohon perkenan Saudara Menteri menugaskan para Gubernur seluruh Indonesia untuk menerima pendelegasian wewenang tersebut.

2. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Pendelegasian wewenang tersebut perlu dibentuk Tim Bantuan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan para Pejabat Instansi terkait dengan tugas meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dari pemohon bantuan para Pegawai Negeri Sipil di Daerah, baik Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pusat yang ditempatkan di Daerah.

Tim diberi wewenang memutuskan dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan dari Bapertarum – PNS.

Tim Daerah diharapkan sudah terbentuk pertengahan bulan Februari 1999 dan akan disusul dengan Penyuluhan oleh Tim dari Bapertarum – PNS (Pusat).

3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim berpedoman pada Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 82/UM.01.01/M/5/95 dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan kondisi masing-masing (copy terlampir).

4. Besarnya alokasi dana yang akan disalurkan oleh Tim Daerah akan ditetapkan oleh Sekretariat Bapertarum – PNS (Pusat) berdasarkan pertimbangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah untuk setiap tahun Anggaran yang dialokasikan bulanan melalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

5. Agar supaya Tim Daerah segera dapat memulai tugasnya maaka Sekretariat Bapertarum PNS akan mengadakan Penyuluhan ke daerah pada awal bulan Maret 1999, untuk menjelaskan mengenai mekanisme kerja dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam rangka penyaluran bantuan kepada para Pegawai Negeri Sipil.

6. Khususnya untuk Daerah JABOTABEK (Jakarta Bogor Tangerang dan Bekasi) serta Lembaga-lembaga Pemerintah Pusat, pengajuan permohonannya tetap melalui Sekretariat Bapertarum PNS di Jakarta.

Demikian untuk dimaklumi dan atas bantuan serta kerjasama yang baik dari Saudara Menteri kami ucapkan terima kasih.
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